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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

a. Upaya-upaya penanggulangan perjudian dalam aksi balap liar oleh pihak 

kepolisian adalah: 

a) Metode Pre-Emtif, Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 

penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan 

nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 

kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak 

ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 

kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 

meskipun ada kesempatan. 

b) Metode preventif, metode preventif ini adalah  suatu upaya untuk 

mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau 

gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan factor-faktor 

kriminogen sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi 

positif, dalam kaitannya dengan perjudian balap liar. 

c) Metode represif, metode represif ini adalah  metode dengan 

menggunakan kekerasan dan tindakan, ini dilakukan bertujuan 
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untuk agar jumlah penjudi dan pelaku balap liar bisa berkurang 

atau bahkan di hilangkan. Salah satu cara penanggulangan judi 

balap liar ini adalah dengan langsung melakukan sweeping dan 

penangkapan langsung dilokasi terjadinya aksi perjudian balap 

liar yang sudah di laporkan dari masyarakat setempat. 

Upaya lain untuk menanggulangi terjadi nya perjudian balap liar adalah 

dengan kerjasama masyarakat setempat. Masyarakat tidak perlu takut akan 

melaporkan kejadian perjudian balap liar ini. karena Pihak Kepolisian akan 

merasa sulit dalam mengungkap kasus perjudian balap liar ini tanpa adanya 

kerja sama dengan masyarakat setempat, agar terciptanya keamanan dan 

ketertiban di wilayah Kabupaten Kendal. 

b. Peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam 

aksi balap liar adalah dengan melakukan pencegahan terhadap perjudian 

balap liar dan memberikan peringatan yang sangat keras salah satunya 

yaitu dengan memasang spanduk peringatan dilarang melakukan balap liar 

serta perjudian balap liar di wilayah tersebut dan apabila masih ada yang 

melakukan tindakan itu akan langsung di laporkan ke Pihak Kepolisian 

agar semua pelaku diamankan dan di berikan hukuman yang membuat 

mereka jera. 
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B. SARAN 

1. Pihak aparat penegak hukum dalam memberlakukan pelaku kejahatan 

perjudian dalam aksi balap liar ini harus benar-benar tegas untuk 

menanggulangi serta memberantas kejahatan yang salah mereka 

lakukan. Hukuman yang berat akan membuat para pelaku kejahatan 

menjadi merasa jera dan takut untuk melakukan nya lagi, karena 

perbuatan ini sangatlah merusak moral anak bangsa kita. Apabila 

perbuatan ini tidak ditangani dengan tegas maka perjudian dalam aksi 

balap liar ini akan sangat berkembang dan akan semakin sulit juga 

pihak aparat polisi untuk memberantasnya. 

2. Mengingat faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakkan 

hukum terhadap perjudian balap liar ini adalah factor karena perjudian 

balap liar ini sudah menjadi adat istiadat masyarakat yang telah 

melakukan aksi balap liar tersebut, maka untuk mengubah mindset 

orang untuk tidak melakukan perjudian balap ini di perlukan 

peningkatan sumber daya manusia yang bisa mengajarkan betapa 

merugikannya perjudian ini.. dengan demikian penegak hukum yang 

berkepentingan diharapkan dapaat merinci dengan jelas tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku sehingga penegak hukum dapat memahami 

maksud serta mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam 

penegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. 

3. Diharapkan kepada para penegak hukum agar selalu lebih rutin lagi 

untuk mengadakan penggrebekan atau swiping di tempat-tempat yang 
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berpotensi untuk melakukan tindak pidana perjudian balap liar ini. 

Seperti di jalan-jalan yang sepi dan lurus yang sebagai trek terjadinya 

balap liar. Penjadwalan yang tidak tentu atau secara mendadak akan 

membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak akan tahu kapan saja 

aparat penegak hukum beroperasi. 

4. Sebagai masyarakat yang bijak seharusnya juga bisa mencegah dan 

menghilangkan tindak pidana perjudian ini, karena sebenarnya balap 

liar tidak akan terjadi apabila masyarakat bisa tegas menolak adanya 

kegiatan perjudian balap liar itu sendiri. Dengan memberikan penolakan 

terhadap suatu kelompok perjudian balap liar yang dilakukan di tempat 

itu. Agar lebih bisa mengingatkan dan membantu peran polisi dalam 

menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar ini. 
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